Vol.4(2) Agustus 2020, pp. 185-197

Law Journal - 25500 ot

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA 2549-1741 (cetak)

hyicts vl

o

KONFLIK SURAT 1JO DALAM PENERBITAN IZIN
PEMAKAIAN TANAH HAK PENGELOLAAN
DI KOTA SURABAYA

Elsa Indira Larasati*, Lavenia Nadya lIrianti?
12 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia.

Info Artikel Abstrak
Diterima : 07/08/2020 Pemkot Surabaya termasuk sebagai suatu wilayah otonomi yang mendapatkan
Disetujui : 15/08/2020 pelimpahan berupa Hak Pengelolaan dari Pemerintah. Sehingga Pemkot

Surabaya mempunyai kewenangan untuk memberikan bagian dari tanah yang
dikelolanya tersebut. Penerbitan Surat Izin Pemakaian Tanah atau yang lebih
dikenal dengan Surat ljo merupakan salah satu bentuk pelaksanaan wewenang
Pemkot Surabaya yang berkaitan dengan tanah. Namun, dengan diterbitkannya

Kata Kunci : Surat ljo tersebut ternyata menimbulkan banyak pertanyaan dan permasalahan
Hak Pengelolaan; bag_i para pemegangnya. Mengenai Sertipikat Ijin Pemakaian atau Surat Ijo diaFl_Jr
Pemerintah Kota Surabaya; lebih lanjut dalam Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 Tentang ljin
.. - . Pemakaian tanah. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa untuk meningkatkan
surat Ij_m Pemakaian Tanah; pendapatan daerah maka pemegang SIPT tersebut akan dikenakan retribusi atau
Surat ljo. uang sewa. Pemegang SIPT merasa dibebankan dengan 2 (dua) biaya yakni
selain retribusi juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dan hal inilah yang
menjadi sebuah permasalahan bagi Pemegang Sertipikat dengan Pemkot

Surabaya.
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I. PENDAHULUAN
Hukum agraria tidak hanya sebagai suatu perangkat hukum, namun merupakan satu
kumpulandari beberapa macam bidang, yang telah memiliki peranan masing-masing untuk mengatur
hak-hak penguasaan SDA (sumber daya alam) tertentu. Hal ini menurut pendapat ahli Boedi Harsono.
Sumber daya tersebut terdiri dari:*
1. Hukum yang memiliki wewenang mengenai hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan
bumi, disebut dengan Hukum Tanabh;
2. Hukum yangmemiliki wewenang mengenai hak penguasaan atas air, disebut dengan Hukum Air;
3. Hukum yangmemiliki wewenang mengenai hakpenguasaan atas bahan galian yang dimaksudkan
oleh UU Pertambangan, disebut dengan Hukum Pertambangan;
4. Hukum yangmemiliki wewenang mengenai hakpenguasaan atas kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya, disebut dengan Hukum Perikanan.

! Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi
Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, Edisi 2008 Jilid I, hal. 8.
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5. Hukum yang memiliki wewenang mengenai hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam

ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA, disebut dengan Penguasaan Atas Tenaga
dan Unsur-unsur dalam Ruang Angkasa.

Sehingga, definisi hukum agraria dalam arti luas meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang

terkandung di dalamnya. Sedangkan definisi hukum agrarian dalam arti sempit hanya meliputi

permukaan bumi yang disebut dengan tanah. Dalam hal ini tanah yang dimaksud bukan tanah dalam

pengertian fisik, melainkan tanah dalam pengertian yuridis berupa suatu hak. Hukum Agraria dan

Hukum Tanah merupakan bagian dari Hukum TUN (Tata Usaha Negara), yang mengkajimengenai

hubungan hukum yang istimewa sehingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang ataupun Badan

Pertanahan Nasional yang sedang bertugas untuk mengurus mengenai persoalan agrarian.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki fungsi yang sangat besar untuk mensejahterakan
rakyatnya. Dengan bertambah pesatnya jumlah penduduk di Indonesia dan mengingat sifat tanah yang
bersifat tetap maka akan dapat menimbulkan suatu permasalahan. Pemerintah memiliki kewajiban
untuk mengatasi hal tersebut dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).

Mengenai macam-macam hakatas tanah yang ada Pasal 16 ayat (1) UUPA, tidak ada suatu
pasal pun yang mengatur tentang Hak Pengelolaan (HPL), sehingga banyak kasus tanah yang terjadi
yang berkaitan dengan HPL tersebut. Kota Surabaya sebagai salah satu contohnya. Mengingat Hak
Pengelolaan merupakan suatu hak yang berada dalam kekuasaan negara yang pelaksanaannya dengan
cara pelimpahan kepada pemegang haknya untuk digunakan sebagai keperluan melaksanakan
tugas.Hak pengelolaan sebagai suatu bagian atas hak menguasai negara adalah aset milik negara
dan daerah yang terdiri dari tanah-tanah yang tidak dibebani suatu hak atau tanah milik negara. Dalam
melakukan pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah dapat dilakukan dengan cara memberikan
kuasa pada daerah swantantra, yakni Wilayah Kabupaten dan Kota. HPL termasuk sebagai hak
menguasai negara yang dapat dimiliki oleh Pemdauntuk dijadikan sebagai aset daerah dan kemudian
diberikan kepada pemegangnya.

Pemkot Surabaya sebagai pihak yang memegang hak pengelolaan memiliki wewenang yaitu
menyerahkan bagian tanah yang dikelolanya kepada pihak ketiga, khususnya warga Kota Surabaya.
Salah satu wewenang ini adalah penerbitan Surat ljin Pemakaian Tanah (SIPT) atau yang dikenal
dengan Surat ljo (surat hijau) karena SIPT tersebut memiliki sampul berwarna hijau. Tanah surat
hijau adalah tempat tinggal masyarakat yang didirikan di atas tanah negara dengan berdasar pada
legalitas Surat 1zin Pemakaian Tanah.

Berkaitan mengenai SIPT diatur lebih lanjut pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1
tahun 1997 tentang lzin Pemakaian Tanah. Adanya peraturan tersebut untuk menjamin kepastian

hukum bahwa Surat ljo adalah asset Pemkot Surabaya yang dapat dikenakan biaya retribusi atau uang
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sewa kepada pihak yang menyewa, dalam kasus ini adalah masyarakat Surabaya. Penarikan uang
sewa tersebut dirasa membebankan warga, dikarenakan bukan hanya uang sewa saja yang harus
dibayarkan namun juga ada pungutan lain seperti hal nya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya-biaya lain harus dibayarkan. Hal inilah
yang menjadi konflik utama antara warga Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Il. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasar pada jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan
pendekatan masalah untuk mengkaji permasalahan mengenai SIPT atau surat ijo di Surabaya. Dengan
menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (statute approach). Bahan
hukum yang diperoleh untuk mengkaji penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Sehingga bahan-bahan hukum yang telah diperoleh penulis selanjutnya dianalisis untuk
mendapatkan hasil dari analisa yang akan dibahas dengan tujuan untuk memberikan hasil yang

nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

I1l. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masalah petanahan merupakan masalah yang paling krusial yang dialami oleh masyarakat,
dikarenakan tanah selain bernilai ekonomis juga bernilai sosial.Hak Pengelolaan (untuk selanjutnya
disebut HPL) sebenarnya tidak dijelaskan dalam aturan UUPA. Namun, walaupun tidak dinyatakan
secara jelas apabila dicermati lebih lanjut pada Penjelasan Umum Il angka (2) yang menjelaskan
bahwa berdasarkanpada hak menguasai dari negara atas tanah, maka negara dapat memberikan tanah
kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peraturan dan keperluannya, misal
adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atau memberikannya dalam
pengelolaan kepada suatu badan penguasa (departemen, jawatan, daerah swatantra) untuk
dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing?.

Badan penguasa yang dimaksud diatas yaitu beberapa badan hukum tertentu yang memiliki
kewenangan menguasai hak atas tanah berupa HPL, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota;
. Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);

. PT Pelabuhan Indonesia (Persero);

. PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER);

2

3

4. Badan Otoritas Batam;

5

6. PD Pasar Surya Surabaya;

2Sri Hajati, Sri Winarsi, Agus Sekarmadiji, Oemar Moechtar, Politik Hukum Pertanahan, Surabaya :
Airlangga University Press, 2018, him. 175.
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7. PD Pasar Jaya DKI Jakarta, dan lain-lain®.

Sehingga dalam praktiknya dengan semakin berkembangnya HPL di masyarakat, justru akan
menimbulkan semakin bertambahnya permasalahan yang terjadi. Salah satunya permasalahan
mengenai HPL yang dikelola oleh Pemkot Surabaya.

Pemkot Surabaya termasuk sebagai suatu wilayah otonomi yang mendapatkan pelimpahan
berupa Hak Pengelolaan dari Pemerintah berdasar pada Pasal 1 ayat 3 Permen Agraria Nomor 9
Tahun 1999 yang menjelaskan mengenai penentuan Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai yang
berasal dari negara dan sebagian kewenangan pelaksanaannya diserahkan kepada pemegangnya.
Pemkot Surabaya sebagai pihak yang memegang hak pengelolaan memiliki kewenangan berupa
menyerahkan sebagian dari tanah yang dikelolanya kepada pihak ketiga. Salah satu wewenang ini
adalah penerbitan Surat Izin Pemakaian Tanah (selanjutnya disebut SIPT) atau biasa disebut juga
sebagai Surat ljo (surat hijau) karena SIPT tersebut memiliki sampul berwarna hijau. Tanah surat
hijau adalah tempat tinggal masyarakat yang ditujukan dengan adanya keabsahan berupa Surat Izin
Pemakaian Tanah yang didirikan di atas tanah Negara.

Berdasar pada Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1977 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah
Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya, kewenangan Pemkot Surabaya atas tanah HPL berupa :

Pada Peraturan Menteri tersebut menjelaskan mengenai Hak Pengelolaan, yakni:

1. Hak pengelolaan, yang berisi wewenang untuk:

a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;

b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;

c. Menyerahkan bagian-bagian daripada tanah tersebut kepada pihakketiga menurut persyaratan
yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan,
penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas
tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang
berwenang, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Hak pengelolaan yang berasal dari pengkonversian hak penguasaan berdasarkan Peraturan
Menteri Agraria No. 9/1965 tentang “Pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah Negara
dan ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya” yang memberi wewenang sebagaimana
tersebut dalam ayat 1 diatas dan yang telah didaftarkan di Kantor Sub Direktorat Agraria
setempat serta sudah ada sertifikatnya.

Pemkot Surabaya memberikan peluang bagi masyarakat Surabaya untuk dapat menempati
tanah yang dikuasai dan/atau milik Pemerintah. Berdasar ketentuan Pasal 3 Perda Surabaya No. 3

Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa ijin pemakaian tanah akan diserahkan kepada pihak yang

3 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Surabaya : Kencana Prenamedia Group, 2012,
him. 157.
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membutuhkan baik perseorangan ataupun badan hukum, dan pemakaian tanah tersebut mencakup
pemakaian. Selanjutnya pada Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 dijelaskan pihak ketiga yang akan
menggunakan tanah milik atau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya harus
mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari Walikota Surabaya atau pejabat yang ditunjuk, yaitu
Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan berupa Izin Pemakaian Tanah (IPT)%.

Sebagai pemegang HPL, Pemerintah Kota Surabaya sudah seharusnya memperoleh hak dan
kewajiban serta harus mengatur secara sistematis izin pemakaian tanah yang diberikan kepada
masyarakat Surabaya sebagai bentuk perlindungan tanah oleh tuan tanahnya. Izin pemakaian tanah
lahir dari hak penguasaan atas tanah negara yang dilimpahkan kepada daerah yang dalam hal ini
Pemkot Surabaya menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya harus bertanggungjawab kepada negara atas
tanah negara yang dikuasainya.

Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016 diatur atas dasar Pasal 2 ayat (4) UUPA
tentang pemberian kewenangan atas Hak Menguasai Negara Atas Tanah dan Pasal 1 ayat 3 Permen
Agraria No. 9 Tahun 1999, melalui Peraturan tersebut Pemkot Surabaya melakukan perwujudan
pengaturan tanah yang dikuasai atau dikelola oleh Pemkot Surabaya yang diserahkan kepada pihak
ketiga dalam bentukSIPT. Berdasarkan Pasal 5 Perda Surabaya No. 3 Tahun 2016 pihak ketiga
sebagai pemegang IPT, menurut jangka waktunya dapat dibedakan menjadi :

a. IPT jangka panjang, memiliki jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat
diperpanjang setiap kali paling lama 20 (dua puluh) tahun khusus untuk usaha dan rumah
tinggal;

b. IPT jangka menengah, memiliki jangka selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap
kali paling lama 5 (lima) tahun;

c. IPT jangka pendek, memiliki jangka selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali
paling lama 2 (dua) tahun.

Dengan mengingat adanya jangka waktu penggunaan tanah yang dikelola oleh Pemkot sudah
seharusnya pemegang IPT wajib membayar pajak dan retribusi, karena untuk meningkatkan
kemakmuran serta memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan pajak daerah dan retribusi
daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU No. 28 Tahun 2009)
memberikan pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan. Bumi merupakan permukaan bumi yang didalamnya termasuk juga tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, dan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam

atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Sementara itu,

4 Arbhie Hanafi, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Penerima Jaminan Fidusia Berupa Bangunan
yang Berdiri di Atas Izin Pemakaian Tanah "Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019, hal. 18
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Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan menyatakan
bahwa objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang :

a. Digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk
penyelenggaraan pemerintahan;

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan;

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

d. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang
belum dibebani suatu hak;

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam kasus ini pemegang IPT yang memanfaatkan tanah, perairan sesuai kebutuhannya
untuk selanjutnya didirikan bangunan diatas tanah hak pengelolaan Pemkot dan tanah IPT tidak
termasuk dalam pengecualian dari pajak bumi dan bangunan. Dengan mengacu peraturan diatas,
menunjukkan bahwa pemegang IPT wajib untuk membayar pajak karena telah mendapat manfaat atas
tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disebut PP No. 27 Tahun 2014)
berbunyi, Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b, Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik
Negara/Daerah dilaksanakan terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Namun Pemkot Surabaya
sebagai penguasa atas tanah negara yang dalam hal ini atas dasar hak pengelolaan, Pemkot Surabaya
dapat meminta biaya retribusi atas adanya IPT diatas tanah yang dikuasainya, sesuai pengertian
retribusi daerah menurutUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yakni Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan, yang dalam hal ini retribusi diberikan untuk jasa usaha atas pemakaian kekayaan daerah.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah Surabaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 (selanjutnya disebut Perda Surabaya No. 13 Tahun 2010)
memberikan pengertian kekayaan daerah merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Daerah meliputi
tanah, bangunan, gedung, jalan dan tiang penerangan jalan umum. Atas pemakaian kekayaan daerah

dipungut retribusi yang disebut sebagai retribusi pemakaian kekayaan daerah. Aset yang dikelola
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Pemkot bukan hanya sekadar aset Pemerintah, namun juga aset milik pihak lain yang telah dikuasai
oleh pemerintah daerah. Aset yang telah dikuasai oleh pemerintah daerah tersebut dipergunakan untuk
pelayanan maupun dalam hal pelaksanaan tugas serta fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset
daerah tersebut harus ditangani dengan baik agar aset daerah tersebut dapat menjadi modal awal bagi
pemerintah daerah untuk mengembangan kemampuan keuangannya. Namun apabila aset-aset yang
ada tersebut tidak dikelola dengan semestinya maka aset tersebut justru akan menjadi beban biaya
karena sebagian dari aset yang ada membutuhkan sejumlah biaya untuk perawatan atau pemelihaan
dan seiring waktu akan turun nilainya (terdepresiasi).> Pengelolaan barang/aset daerah harus
memenuhi prinsip akuntabilitas publik yang mana menurut Mardiasmo, Akuntabilitas publik yang
harus dipenuhi paling tidak meliputi:®

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probability and legality),
terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power) oleh pejabat dalam
penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan
jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam
penggunaan kekayaan publik.

2. Akuntabilitas proses (process accountability), terkait dengan dipatuhinya prosedur yang
digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk didalamnya dilakukan
compulsory competitive tendering contract (CCTC) dan penghapusan mark-up. Untuk itu perlu
kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah
daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan
pemanfaatan kekayaan daerah. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan
hingga penghapusan aset. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam
perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah.

Penarikan retribusi IPT atas pemanfaatan kekayaan daerah yang dikelola Pemkot, merupakan salah
satu upaya Pemkot mendapatkan pendapatan yang selanjutnya dialokasikan untuk Kkegiatan
pemerintah daerah, penentuan besaran biaya-biaya juga pasti memperhatikan prinsip-prinsip yang
berkaitan.

Hal ini sangat diperhatikan olenh Pemkot Surabaya dengan membuat Peraturan Walikota
(Perwali) Surabaya Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran, dan
Penyetoran Retribusi 1zin Pemakaian Tanah.Di satu sisi atas adanya peraturan ini, masyarakat sangat

menolak dengan adanya pembayaran retribusi dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sekaligus. Adanya

5 Agus Sekarmadji dan Sri Winarsih, Laporan Akhir Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi: Model
Pengelolaan dan Perlindungan Tanah Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Untuk
Kesejahteraan Rakyat, Universitas Airlangga, 2016, him. 1-6.

5Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004, hal. 132.
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permasalahan pro dan kontra mengenai biaya retribusi dan pajak bagi pemegang IPT kepada Pemkot

Surabaya, bahwa telah ada aturan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Surabaya Nomor 3 Tahun 2016

menyatakan, bahwa pemegang IPT memiliki kewajiban antara lain :

a. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Memakai tanah sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan sebagaimana tersebut dalam
IPT;

c. Memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Dinas, apabila bangunan diatas tanah yang telah
dikeluarkan IPT akan dijadikan agunan atas suatu pinjaman atau akan dialihkan kepada pihak
lain.

Pro kontra terkait biaya pajak dan retribusi seharusnya sudah tidak untuk diperdebatkan dengan

peraturan perundang-undangan yang juga diatur oleh pemerintah dengan berusaha secara mendetail.

Pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Pemkot Surabaya pasti tidak asal untuk menentukan

biaya IPT kepada masyarakat kota Surabaya pemegang IPT, sebagai subjek hukum yang mendapat

manfaat atas tanah pengelolaan yang dikuasai oleh Pemkot Surabaya. Atas adanya peraturan
perundangan-undangan tentang pajak dan retribusi juga memberikan hak dan kewajiban yang harus
dilakukan oleh Pemkot Surabaya dan pemegang IPT. Pemkot Surabaya tetap dapat membebani biaya
retribusi dan pajak dalam satu objek tanah karena dua hal biaya tersebut merupakan dua hal yang
berbeda dan hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun sebagai
pemegang kuasa tanah pengelolaan tidak boleh melakukan penyalahgunaan jabatan (abuse of power)
untuk penentuan besaran biaya yang diberikan kepada masyarakat pemegang IPT, warga negara yang
harus dilindungi oleh negara. Namun hingga sampai saat ini masih banyak warga selaku pemegang

IPT yang menentang adanya retribusi dan pajak IPT.

Adapun alasan warga masyarakat menentang adanya retribusi dan pajak yang dikenakan bagi
pemegang IPT, antara lain:

1. Masyarakat menilai bahwa retribusi dan pajak terlalu besar. Masyarakat menginginkan retribusi
dan pajak di bawah harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Harga NJOP tanah Kota Surabaya
terbilang cukup tinggi, harga minimal NJOP tanah diklasifikasi yang terendah yaitu klasifikasi V
yang lebarnya kurang dari 5 (lima) meter sebesar Rp. 1.000.000 / m? (satu juta rupiah per meter
persegi), maka harga NJOP terendah satu bidang tanah ijo (yang biasanya seluas sekitar 200m?)
sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Membayar retribusi sebesar harga NJOP bagi
masyarakat dinilai sangat memberatkan, dengan melihat kenyataan bahwa mayoritas warga yang
menghuni tanah surat ijo merupakan warga kelas menengah hingga ke bawah.’

2. Masyarakat menginginkan gratis, dengan alasan mayoritas masyarakat telah menempati tanah

tersebut selama lebih dari 20 tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2014

"Sukaryanto, “Konflik Tanah Surat Ijo di Surabaya”, Jurnal Bhumi Vol. 2 No. 2, November 2016, him.
172.
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yang menyatakan bahwa objek pelepasan adalah tanah yang diterbitkan IPT dengan kriteria,
yaitu:
a. Peruntukan IPT adalah perumahan dengan penggunaan rumah tinggal;

o

Pemohon merupakan pemegang IPT selama 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut;
IPT masih berlaku;
Luas IPT maksimal 250m? (dua ratus lima puluh meter persegi);

® o o

Hanya satu persil yang bisa dilepaskan bagi yang mempunyai lebih dari satu persil;

=-h

Tidak dalam sengketa / masalah; dan
g. Tidak termasuk dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah.
3. Masyarakat menilai bahwa tindakan Pemkot Surabaya yang mengenakan PBB dan retribusi
daerah sekaligus dalam satu objek pajak merupakan penyalahan aturan.®
Masyarakat Surabaya pemegang IPT banyak yang mengajukan gugatan ke pengadilan
atas tanah IPT yang dipegangnya untuk dapat dijadikan Hak Milik mereka, namun seringkali
hakim menolak gugatan. Pemegang IPT tetap berupaya untuk mendapatkan yang diinginkannya,
pada tahun 2015 masyarakat Surabaya pemegang IPT mengajukan permohonan kepada
Mahkamah Konstitusi hingga dikeluarkan Putusan Nomor 62/PUU-111/2015, pokok
permohonannya bahwa Pasal 17 ayat (1) UUPA bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal
28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945, karena Pasal 17 ayat (1) UUPA, para pemohon menganggap pasal tersebut menimbulkan
adanya perbedaan kedudukan dan perlakuan (unequal treatment), ketidakadilan (injustice),
ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Para pemohon yang selama ini tinggal di Kota
Surabaya secara sewa melalui 1zin Pemakaian Tanah (IPT) dan setiap tahun membayar Pajak
Bumi Bangunan (PBB), tidak berhak mengajukan tanah yang telah ditinggali tersebut menjadi
hak milik, padahal tanah yang ditinggali tersebut adalah tanah negara yang merupakan tanah-
tanah kelebihan yang seharusnya didistribusikan kepada para pemohon. Pemkot Surabaya
menyewakan tanah menjadi IPT kepada masyarakat Surabaya inilah yang dianggap bertentangan
dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUPA tentang pembatasan kepemilikan tanah oleh
perseorangan maupun badan hukum. Selanjutnya para pemohon memohon kepada Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk isi pasal 17 ayat (1) UUPA dinyatakan konstitusional bersyarat yaitu
sepanjang harus dimaknai bahwa tanah yang dimiliki oleh badan hukum pemerintah daerah hanya
meliputi tanah yang digunakan oleh instansi Pemerintah Daerah.
Hakim Mahkamah Kostitusi memutus dalam amar putusan yang menerangkan menolak

permohonan para pemohon untuk seluruhnya, atas dasar pertimbangan bahwa pengaturan luas

8“Pengenaan PBB dan retribusi terhadap Surat ljo di Surabaya”, www.hukumonline.com diakses
tanggal 14 Februari 2020 pukul 02.23.
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maksimum dan/atau minimum tanah yang dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (1) UUPA adalah
dalam rangka mengimplementasikan wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara.
Dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-1/2003dijelaskan mengenai perluasan
makna menguasai negara yang bukan hanya sebagai hak untuk mengatur, namun bahwa rakyat
memberikan kekuasaan kepada negara untuk melakukan serangkaian tindakan pengelolaan
sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang meliputi 5 (lima) fungsi
penguasaan negara Yyaitu fungsi kebijakan, fungsi pengurusan, fungsi pengaturan, fungsi
pengelolaan, dan fungsi pengawasan. Pasal 17 ayat (1) UUPA menurut Mahkamah bersifat adil,
tidak diskriminatif, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan hal tersebut
berlaku untuk setiap keluarga atau badan hukum sepanjang setiap keluarga atau badan hukum
tersebut memiliki hak-hak atas tanah, sehingga dalam suatu tanah tidak dimiliki hak-hak atas
tanah maka tanah tersebut dikuasai oleh negara. Majelis Hakim menimbang bahwa tidak
ditemukan adanya persoalan konstitusional, sehingga dapat dikatakan permalasahan yang
diajukan oleh oara pemohon merupakan persoalan konkrit kondisi sekarang yang tidak berkaitan
dengan konstitusional Pasal 17 ayat (1) UUPA, menurut Mahkamah adanya permohonan yang
diajukan tersebut akan menjadikan Mahkamah untuk melahirkan norma baru. Padahal hal tersebut
bukanlah wewenang Mahkamah. menurut Mahkamah permohonan tersebut akan menjadikan
Mahkamah membuat norma baru padahal hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

Adanya Putusan Nomor 62/PUU-111/2015 memberikan kejelasan bahwa hak pengelolaan
Pemerintah Kota Surabaya atas tanah negara yang diberikan kepada masyarakat Surabaya dalam
wujud lIzin Pemakaian Tanah (IPT) sebagai bentuk menguasai negara yang tidak hanya hak untuk
mengatur, namun rakyat juga menyerahkan kekuasaan kepada negara untuk melaksanakan
serangkaian tindakan pengelolaan serta penyelanggaraan sumber daya alam untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Pemerintah Kota Surabaya yang mendapat pelimpahan wewenang dari
Pemerintah Pusat bertanggungjawab untuk mengelola kekayaan negara sebagai wujud menguasai
negara dan bertanggungjawab untuk menjaga dan memanfaatkan aset negara dengan sebaik-baiknya.
Apabila Pemerintah Kota Surabaya melakukan kesalahan dalam mengelola, menjaga dan
memanfaatkan aset negara maka Pemerintah kota Surabaya juga harus bertanggungjawab atas
kesalahannya kepada negara.

Tanah IPT yang disewakan kepada masyarakat Surabaya dan oleh mereka didirikan
bangunan, selanjutnya lahir hak atas tanah yakni Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL (Hak
Pengelolaan). Jangka waktu HGB adalah paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Dengan mengingat
kebutuhan dari pengguna tersebut, HGB yang memiliki jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun dapat
mengajukan permohonan perpanjangan dengan waktu perpanjangan paling lama 20 (dua puluh)

tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir maka kepada bekas pemegang hak dapat diberikan
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pembaruan hak guna bangunan di atas tanah yang sama. Dalam melakukan perpanjangan dan
pembaruan hak wajib melalui adanya permohonan dengan syarat pemohon memenuhi kewajiban dan
tidak ada perubahan dalam rencana tata ruang wilayah.® Permohonan HGB yang akan diperpanjang
harus memperoleh persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. Permohonan untuk mengajukan
perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGB
tersebut. Dalam hal perpanjangan atau pembaharuan HGB kemudian oleh Kantor Pertanahan dicatat
dalam buku tanah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1996 tentang Tata Cara Permohonan Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Guna Bangunan.

Kemudian apabila tanah tersebut tidak akan diperpanjang atau diperbaharui melainkan
ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari hak milik
yaitu hak atas permukaan bumi yang didalamnya termasuk hak penggunaan atas ruang diatasnya dan
isi bumi, sepanjang ada kepentingan yang berhubungan langsung dengan penggunaan tanah.!! Sifat
dari hak milik itu sendiri yaitu turun-temurun, terkuat, dan terpenuh. Turun-temurun dapat diartikan
bahwa hak milik tidak hanya berlangsung selama pemegang hak milik tersebut masih hidup, hamun
juga dapat diteruskan oleh ahli warisnya apabila pemegang hak milik tersebut telah meninggal dunia.
Terkuat berarti hak milik tidak memiliki jangka waktu. Sedangkan terpenuh berarti hak milik
memberi wewenang kepada yang empunya paling luas jika dibandingkan dengan hak miliknya.*2

Kedudukan Pemerintah Kota Surabaya atas tanah SIPT dengan status HPL merupakan
sebagai pengelola aset, bukan sebagai pemilik tanah. Sehingga apabila ingin meningkatkan status
tanah IPT menjadi hak milik dapat dilakukan dengan pelepasan tanah terlebih dahulu yang
dikembalikan kepada negara, maka tanah akan berubah statusnya menjadi tanah negara. Dalam
melakukan pelepasan tanah menjadi tanah negara dilakukan secara legal oleh Kementerian ATR
(Agraria dan Tata Ruang) dan/atau BPN.* Untuk kemudian tanah negara yang akan ditingkatkan
statusnya menjadi hak milik, menurut ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negaramenegaskan bahwa “pemindah tanganan barang milik negara /
daerah bisa dilakukan melalui dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal
Pemerintah setelah mendapat Persetujuan DPR/DPRD.”

Dalam hal pelepasan tanah aset milik Pemerintah Kota Surabaya telah diatur didalam
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya,
dan mengenai tata caranya telah diatur pada Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata

Cara Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.

% Sri Hajati, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, Oemar Moechtar., Op.Cit., h.87.
Ibid., h.88

Ibid. h. 68

2|pjid.

13 Sukaryanto., Op.Cit., h.174
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IV. KESIMPULAN

Terkait dengan pembebanan biaya retribusi sekaligus Pajak Bumi Bangunan (PBB) adalah
sah. Pemerintah Kota Surabaya tetap dapat membebani biaya retribusi dan PBB dalam satu objek
tanah karena antara pajak dan retribusi merupakan 2 (dua) hal yang berbeda dan telah diatur dalam
peraturan perundang — undangan. Hasil yang didapat dari retribusi tersebut juga akan digunakan untuk
pelaksanaan pembangunan dan manfaatnya akan kembali secara langsung kepada masyarakat Kota
Surabaya, dengan peraturan tersebut Pemerintah Kota Surabaya dapat menetapkan denda bagi para
pemegang IPT yang tidak membayar retribusi bahkan dapat mencabut SIPT bagi masyarakat
pemegang IPT yang tidak patuh terhadap regulasi tersebut, apabila dicabut objek IPTnya harus
dikosongkan.

Apabila tidak ingin membayar retribusi dan PBB serta tidak akan memperpanjang melainkan
ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik, hal itu dapat dilakukan. Peningkatan hak tersebut dengan
cara pelepasan tanah terlebih dahulu yang dikembalikan kepada negara, maka tanah akan berubah
statusnya menjadi tanah negara. Dalam melakukan pelepasan tanah menjadi tanah negara dilakukan
secara legal oleh Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) dan/atau BPN. Untuk kemudian tanah
negara yang akan ditingkatkan statusnya menjadi hak milik, hal tersebut berdasar pada UU No. 1
Tahun 2004 Pasal 45 ayat (2).
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